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I. Pendahuluan

Setidaknya terdapat 2 catatan publik internasional yang telah membaca Kinerja
penegakan hukum dan situasi kebebasan di Indonesia sepanjang tahun 2015 ini.
Adalah laporan Freedom House dan World Justice Project banyak memotret situasi
yang cenderung memburuk —meski infrastruktur hukum dan HAM telah dibangun-
dan menempatkan warga sebagai subyek atas sejumlah praktik pembatasan hak,
kebebasan fundamental, termasuk subyek dari pemidanaan yang dipaksakan.

Freedom House menempatkan Indonesia dalam status ‘partly free’ dengan ukuran
situasi perlindungan hak-hak politik 2 dan civil liberties 4, dengan indeks rata-rata 3.*
Terdapat penurunan signifikan pada beberapa isu yakni jaminan perlindungan
kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan; hak-hak ekspresi di wilayah
konflik dan dalam konteks sehari-hari; kualitas dari praktik penyiksaan yang semakin
serius terjadi; kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas sebagai
justifikasi penerapan hukum lokal dan lain sebagainya.

Sedangkan World Justice Project yang telah menggunakan 8 alat ukur penting untuk
diperhatikan bersama yaitu (1) akuntabilitas pengelola negara, (2) absennya korupsi,
(3) open government, (4) perlindungan hak-hak asasi fundamental, (5) penegakan
hukum dan kebijakan (6) access to justice, (7) situasi penegakan hukum pidana, (8)
informal justice.”? Khusus untuk perlindungan hak-hak asasi fundamental, Indonesia
mendapatkan peringkat 66 dari 102 negara dengan poin-poin rendah pada isu non-
diskriminasi (0.49), hak atas hidup dan rasa aman (0.48), due process of law (0.35),
kebebasan berekspresi (0.74), kebebasan menjalankan agama dan ibadah (0.47), hak
atas privasi (0.37), hak untuk berkumpul (0.72), perlindungan hak-hak buruh (0.54).2

Meskipun hasil ukurnya amat beragam, namun baik analisis yang dikeluarkan oleh
Freedom House dan World Justice Project telah menggambarkan bahwa situasi
perlindungan HAM dan kebebasan fundamental di Indonesia tidak jauh lebih baik
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Catatan global ini akan memiliki potret yang
lebih komprehensif jika dilihat dalam situasi setahun terakhir di Indonesia. Catatan
Publik KontraS untuk situasi hak-hak asasi manusia ditahun 2015 ini akan
memberikan banyak perhatian pada beberapa isu utama: Pertama, kebebasan
fundamental dengan memerhatikan isu-isu seperti hukuman mati, penyiksaan,
pembunuhan di luar hukum, jaminan kebebasan beragama-beribadah, perlindungan
individu atas hak berekspresi dan menyampaikan opini di depan umum, juga
termasuk akses keadilan dan informasi. Kedua, perlindungan hak-hak ekonomi dan
sosial yang beririsan dengan perlindungan hak-hak fundamental. Ketiga, Agenda
sektor keamanan dan hak-hak asasi. Keempat, penyelesaian pelanggaran HAM masa
lalu.

1 Lihat: Freedom House. 2015. Dokumen dapat diakses di:
https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015 FIW 2015 final.pdf. Dokumen dapat diakses
di: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/indonesia. Diakses pada 23 Desember 2015.

2 Lihat: WJP. 2015. Dokumen dapat diakses di:
http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/roli_2015 0.pdf. Diakses pada 23 Desember 2015.

3 Lihat: WJP. 2015. WJP Rule of Law Index 2015 — Factor 4. Fundamental Rights. Dokumen dapat
diakses di: http://worldjusticeproject.org/blog/human-rights-day-2015. Diakses pada 23 Desember
2015.
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Keempat isu tersebut akan dipotret dengan pendekatan akuntabilitas —yang bisa
dilihat baik dari sisi fungsi akuntabilitas pencegahan dan akuntabilitas korektif- dan
upaya advokasi yang telah ditempuh oleh KontraS sebagai organisasi pendamping
publik dan korban dalam mengakses keadilan dengan menggunakan mekanisme-
mekanisme resmi negara. Laporan ini disusun dengan pendekatan hukum HAM
nasional dan internasional —sebagaimana Pemerintah Indonesia telah mengikatkan diri
dan menjadi negara pihak dari sejumlah instrumen hukum HAM internasional yang
mengikat secara hukum (legally binding). Tantangan-tantangan dan sekaligus
hambatan-hambatan yang ditemukan dapat dijadikan proyeksi bagaimana
perlindungan HAM akan berlangsung di masa yang akan datang.

Laporan ini disusun dengan menggunakan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif.
Melibatkan laporan pengaduan publik yang turut didampingi secara hukum dan
kampanye HAM oleh KontraS. Kami juga menggunakan informasi media cetak dan
elektronik, khususnya untuk memantau situasi penegakan hukum, perlindungan HAM
dan kebijakan-kebijakan di sektor hukum dan HAM yang signifikan digunakan untuk
mengukur akuntabilitas negara. Kami juga menerima pengaduan dari jaringan-
jaringan di daerah, dan wilayah (pasca) konflik seperti Aceh, Poso, Papua, Ambon
dalam memantau situasi pengelolaan perdamaian dan pembangunan yang
menitikberatkan pada aspek pemajuan HAM.

Il. Hak dan kebebasan fundamental yang tergadaikan

Situasi perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental ditahun 2015 masih
diwarnai dengan bentuk pembatasan oleh negara. Pidato terakhir Presiden Joko
Widodo satu hari pasca peringatan Hari HAM Sedunia, 11 Desember 2015 di Istana
Negara menyiratkan bahwa, pemerintah terkesan membuat aturan untuk membatasi
hak-hak asasi dengan sudut pandangnya sendiri.’

Saya juga mengingatkan, demonstrasi itu juga ada aturannya. Ada aturannya,
jadi misalnya ini aturan jarak dari istana ternyata ada aturannya, yang
kemarin kita metering dimana ternyata pasnya dipagar agak ke selatan.
Memang aturan, itu aturan yang harus kita laksanakan. Jangan dipikir kita
mengekang sebuah kebebasan berekspresi dan berdemonstrasi, tidak karena
memang itu ada aturannya. Kemudian ditambah lagi dengan pergubnya pak
gubernur DKI Jakarta, itupun mengacu pada undang-undang di atasnya.

Jika kita merefleksikan pernyataan Presiden Joko Widodo di atas, sepanjang tahun
2015 tidak banyak perlindungan HAM signifikan yang dibuktikan negara. Negara,
baik aparatus maupun model kebijakan yang diambil, kerap membangun definisi atas
HAM vyang bertentangan dengan semangat pembuktian akuntabilitas. Hal ini
kemudian bisa direfleksikan dari sejumlah temuan KontraS berikut:

Sepanjang tahun 2015, KontraS menerima 62 pengaduan publik atas kasus-kasus
yang memiliki dimensi pelanggaran hak-hak sipil dan politik, utamanya diisu

4 Lihat: Pidato Presiden Joko Widodo di Peringatan Hari HAM Sedunia, 11 Desember 2015 di Istana
Negara. Isi pidato dapat diakses di: http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-
peringatan-hari-hak-asasi-manusia-ham-se-dunia-di-istana-negara-jakarta-11-desember-
2015/?yop_poll_tr_id=&yop-poll-nonce-1 yp566a8c03e7c69=63f2a8ce78. Diakses pada 23 Desember
2015.
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fundamental seperti hak atas hidup (termasuk pada isu penyiksaan), jaminan
perlindungan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan, pembunuhan Kilat
tanpa proses hukum, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang

No Periode Waktu Jumlah Kasus
1 Januari — April 28 kasus

2 Mei — Agustus 20 kasus

3 September — Desember 14 kasus

Kontra$, 2015

Karakter dari pengaduan publik kepada KontraS amat bervariatif. Namun demikian,
ada kecenderungan yang bisa dilacak dari jenis pengaduan yakni:

1. Hukuman Mati dan Penyiksaan

KontraS turut terlibat aktif pada agenda advokasi menentang hukuman mati.
Utamanya untuk kasus Alm. Rodrigo Gularte (warga negara Brasil),” Yusman
Telaumbanua dan Ruben Pata Sambo. Sepanjang tahun 2015, kita mengetahui bahwa
negara telah melakukan 14 eksekusi pada rentang bulan Januari dan April. Mereka
yang dieksekusi kebanyakan adalah warga negara asing dengan 2 WNI di dalamnya.
KontraS bersama dengan banyak organisasi yang bergerak diisu kemanusiaan dan
HAM seperti Migrant Care, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, maupun
organisasi HAM internasional seperti Amnesty International telah menemukan
banyak fakta dan kejanggalan hukum yang tidak boleh diabaikan dalam mengevaluasi
praktik eksekusi hukuman mati di Indonesia. Menguatnya temuan pemidanaan yang
dipaksakan sebagai rantai dari pelanggaran HAM unfair trial adalah kunci dari
rendahnya akuntabilitas penegakan hukum dalam penjatuhan vonis hukuman mati.
Temuan paling kuat bisa dilihat pada kasus Yusman Telaumbanua, terpidana
hukuman mati asal Nias Sumatera Utara, yang diduga kuat dijatuhi vonis ketika ia
masih berada di bawah umur, dengan pemaksaan unsur pengakuan menggunakan
pendekatan penyiksaan.

Menariknya, rumor atas moratorium hukuman mati yang lebih condong untuk
memperkuat sentimen investasi ekonomi namun juga dibantahkan oleh Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ° tidak mengurangi vonis

5 Periode bulan Februari hingga jelang eksekusi akhir bulan April 2015 KontraS berkomunikasi aktif
dengan beberapa kedutaan besar yang warga negaranya masuk dalam daftar deret eksekusi di putaran |
(Januari) dan 11 (April), termasuk Kedutaan Besar Brasil untuk Indonesia. Pihak keluarga Rodrigo
Gularte yang didampingi Kedutaan Besar Brasil memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan advokasi
hukum Rodrigo Gularte bersama dengan LBH Masyarakat. Proses hukum yang masih dilakukan H-1
eksekusi mati membuktikan bahwa ada kejanggalan proses hukum yang dialami oleh terpidana mati
Gularte, seperti minimnya akses alih bahasa, dokumen kesehatan yang membuktikan bahwa dirinya
tidak berkompeten untuk dijadikan subyek hukum, dan minimnya akses advokasi hukum yang bisa
dilakukan oleh pihak kedutaan selaku perwakilan negara Brasil untuk Indonesia.

6 DW. 2015. Indonesia bantah ada moratorium hukuman mati. Artikel dapat diakses di:
http://www.dw.com/id/indonesia-bantah-ada-moratorium-hukuman-mati/a-18878878. Diakses pada 23
Desember 2015.
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hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri hingga penolakan kasasi oleh
Mahkamah Agung ditahun 2015. KontraS mencatat tidak kurang vonis hukuman mati
dilayangkan kepada 44 kasus yang didominasi tindak pidana narkotika.

Vonis Hukuman Mati Januari - Desember
2015

KontraS, 2015

Wilayah Vonis Hukuman Mati Januari - Desember 2015

Papua

Gorontalo

Sulawesi Tengah

Kalimantan Timur

NTT

Jawa Timur

Jawa Tengah 4

DKl Jakarta 4

Sumatera barat 1

Jambi

Kepulauan Riau

Sumatera Barat 1

Aceh 3

KontraS, 2015



Rata - Rata Usia

15-20,2

KontraS, 2015




Peringatan Hari Anti
Hukuman Mati Sedunia
2015

Pengalaman KontraS
melakukan pendampingan
hukum terhadap terpidana
mati, salah satunya adalah

Yusman Telaumbanua.

Diketahui selama proses penyidikan di
Kepolisian Sektor Gunungsitoli Nias
diketahui bahwa proses hukum ini
dilakukan dengan penuh tekanan dan
adanya tindakan penyiksaan yang dialami
Yusman Telaumbanua dan Rusula Hia.

Yusman harus menandatangani Berita
Acara Perkara (BAP) di bawah tekanan,
diketahui juga Yusman tidak bisa
membaca tulisan Bahasa Indonesia
maupun cakap berbicara bahasa nasional.

Ketiadaan pertimbangan dari Pengadilan
Negeri Gunungsitoli atas usia Yusman
yang diketahui berumur 16 tahun ketika
vonis dijatuhkan di tahun 2013.

Ada bentuk traumatik yang tersisa di
dalam diri Yusman dan Rusula atas
praktik penyiksaan dan ketidakjelasan
status hukum yang potensial menggiring
mereka ke arena eksekusi.

1. Di Nias (bertemu dengan pendeta yang
mencatatkan nama Yusman di Gereja dan
tetangga Yusman yang mengetahui waktu
pembaptisan tersebut)

2. Di Riau (bertemu orangtua Yusman)

3. Di Cilacap (bertemu Yusman di Lapas
Nusakambangan)

Pemerintah mampu
menyelaraskan standar
perundang-undangan
Indonesia yang mampu

digunakan untuk memperkuat
komitmen Pemerintah Indonesia
untuk menjunjung tinggi prinsip
peradilan yang adil, jujur dan
tidak memihak (fair trial & due
process of law) -komitmen
implisit Kemenlu dalam UN
Human Rights Council biennal
high level pannel discussion on
question of the death penalty, 4
Maret 2015 maupun posisi
abstain Indonesia dalam voting
global moratorium hukuman
mati di Majelis Umum PBB pada
November 2014-

Kontra$S juga bekerja sama dengan Tim Dokter
Forensik di Indonesia guna menyegerakan
pemeriksaan fisik untuk mengetahui usia pasti
Yusman saat ini, mengingat minimnya
dokumen hukum resmi yang menunjukkan
identitas diri Yusman. Fakta-fakta yang
tengah dikumpulkan di atas akan dijadikan
bukti resmi saat mengajukan upaya hukum ke
Mahkamah Agung.

Kontra$ juga akan mendesak Kementerian
Hukum dan HAM guna memastikan bahwa
Direktorat Jenderal terkait di bawah
kementerian dapat memberikan kemudahan
akses dan bantuan hukum bagi Yusman dalam
mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan
bahwa telah terjadin midanaan
2 ﬁ?pgeksakan bagi);layr;g.

Pemerintah harus memperkuat
kapasitas pemahaman aparat
penegak hukum dan instansi terkait
(kepolisian, kejaksaan dan lembaga
peradilan) untuk tidak menggunakan
pemidanaan hukuman mati dan
memberikan dukungan kepada
masyarakat -melalui akses bantuan
hukum salah satunya- agar dapat
membuktikan bahwa pemidanaan
hukuman mati bertentangan dengan
semangat jaminan perlindungan hak-
hak asasi yang menjadi dasar
komitmen Pemerintah Indonesia di
Konstitusi UUD 1945; sehingga
Indonesia setara dengan negara-
negara yang sudah maju menuju
agenda moratorium maupun abolisi
hukuman mati di waktu dekat.

‘Komisi untuk Orank
dan Korban Tt

Hilang
ekcerasan
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Pada peristiwa penyiksaan yang terjadi sepanjang tahun 2015, menyitir laporan
KontraS berjudul Laporan Praktik Penyiksaan 2014-2015: Mendelegitimasikan
Praktik Penyiksaan di Indonesia telah ditemukan tren signifikan pada penggunaan
alat bukti yang tidak sah di pengadilan untuk memberatkan terdakwa melalui metode
penyiksaan.® Periode Juli 2014 hingga 2015 Kontra$S juga setidaknya telah menerima
19 pengaduan kasus yang memiliki karakteristik kasus serius, di mana para korban
dan keluarga harus mendapatkan pemulihan komprehensif dan para pelaku
penyiksaan harus mendapatkan hukuman korektif sebagaimana standar hukum HAM
nasional. Kasus-kasus utama yang KontraS advokasi dan kampanyekan antara lain
adalah berikut: Ramadhan Suhudin, Ruben Pata Sambo, Yusman Telaumbanua
(Nias), kematian Abudullah (NTT), penyiksaan Amin Ramli (NTB).

Untuk situasi penerapan hukum syariah Islam melalui Qanun Jinayat dan rangkaian
ganun syariah lainnya telah menggunakan hukuman cambuk sebagai wujud efek jera.
Terhitung sejak bulan Juni 2014 hingga Mei 2015 terdapat tidak kurang dari 25 kali
eksekusi hukum cambuk kepada 183 terpidana.’ Pada semester Il tahun 2015 juga
tercatat 15 peristiwa cambuk pasca penerapan Qanun No. 6/2014 tentang Qanun
Jinayat yang operasionalisasinya berlaku sejak 23 Oktober 2015. Setidaknya 51 orang
dikenakan hukuman cambuk karena perjudian dan khalwat (perzinahan), di mana 6
orang diantaranya adalah perempuan.

Dalam konteks hukuman mati dan penyiksaan, KontraS telah mendorong beberapa
lembaga negara terkait melalui beragam mekanisme resmi negara, salah satunya
adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
untuk mendapatkan beberapa informasi seputar pelaksanaan eksekusi hukuman mati;
termasuk di dalamnya adalah mengenai data dan informasi dari para terpidana
hukuman mati yang telah ditolak grasinya oleh Presiden RI1.*° Informasi tersebut amat
penting untuk diketahui publik, mengingat ada potensi nir-transparansi dari
penggunaan dana publik. Diketahui juga bahwa informasi seputar eksekusi mati tidak
mudah terakses publik. Laman daring Kejaksaan Agung bahkan tidak memberikan
informasi mengenai nama-nama terpidana mati yang kemungkinan besar digiring ke
deret eksekusi. Padahal informasi-informasi tersebut tidak termasuk dalam kategori
informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 UU KIP.

7 Infografis ini KontraS keluarkan pada peringatan Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia yang jatuh
pada tanggal 10 Oktober 2015. Pada peringatan tahun ini KontraS berfokus pada isu unfair trial dan
advokasi kasus yang tengah dijalani untuk kasus Yusman Telaumbanua.

8 Lihat: KontraS. 2015. Laporan Praktik Penyiksaan 2014-2015: Mendelegitimasikan Praktik
Penyiksaan di Indonesia. Dokumen dapat diakses di:
http://kontras.org/bukuf/isi_laporan_praktik_penyiksaan 2014 2015.pdf. Diakses pada 23 Desember
2015.

9 Lihat: Laporan Praktik Penyiksaan 2014-2015 KontraS. Ibid. Hal 33.

10 syrat KIP KontraS layangkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Lembaga
Pemasyarakatan Nomor PAS.7-PK.01.01.02-243 tertanggal 4 Februari 2015. Ke-17 nama tersebut
adalah termasuk gelombang pertama dan kedua eksekusi mati ditahun 2015; kecuali beberapa nama
berikut ini Syofial aka lyen bin Azwar (WNI - pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan
matinya orang), Harun bin Ajis (WNI - pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya
orang), Sargawi aka Ali bin Sanusi (WNI - pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya
orang); termasuk juga di dalamnya nama Mary Jane Fiesta Veloso (warga negara Filipina) dan Serge
Atloui (warga negara Prancis).
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Selain itu, menggunakan UU KIP adalah akses publik yang penting digunakan untuk
mendorong ruang dan fungsi advokasi hukum dan HAM dari para terpidana mati.
Meski Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum,™* namun tidaklah mudah untuk menyediakan akses bantuan hukum
secara cuma-cuma dengan standar pendamping hukum yang memahami argumentasi
HAM. Langkah menggunakan mekanisme KIP yang digunakan KontraS adalah salah
satu upaya advokatif untuk menggunakan ruang akuntabilitas resmi negara dalam
memberikan pendampingan hukum serta memastikan ada upaya hukum terbuka
seluas mungkin bagi para terpidana untuk mencari keadilan. Meski kita ketahui para
terpidana hukuman mati yang diketahui kerap tidak mendapatkan pendampingan
hukum yang kompeten dalam setiap proses hukum yang dilaluinya.

Kontra$S juga turut menggugat hadirnya UU Grasi yang tidak memiliki fungsi korektif
dan elemen humanis dari semangat pengampunan itu sendiri.** Diketahui bahwa

11 Ljhat: LBH Jakarta. UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Dokumen dapat diakses di:
http://www.bantuanhukum.or.id/web/uu-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum/. Diakses pada 23
Desember 2015.

12 Gugatan yang dilayangkan oleh beberapa individu dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak
pada isu HAM seperti Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Haris Azhar, Imparsial
dan termasuk 2 nama terpidana hukuman mati yang berasal dari Australia Andrew Chan — Myuran
Sukumaran di Mahkamah Konstitusi per tanggal 1 Juni 2015 awalnya menggugat Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana yang telah diubah melalui UU No. 5/2010 tentang
Perubahan UU No. 22/2002 tentang Grasi; khususnya Pasal 11 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut
memberikan ruang tafsir yang sederhana sehingga tidak memberikan bobot kewajiban kepada presiden
sebagai pengampu hak prerogatif untuk memberikan tafsir progresif atas penolakan grasi. Perbaikan
grasi dilakukan pada tanggal 3 Juni 2015 dengan nomor perkara 56/PUU-XI11/2015. Bisa dilihat di:
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11013#.VIBbBGQrLow.

Untuk memperkaya ilustrasi gugatan ini setidaknya terdapat 3 upaya hukum yang ditempuh di jalur
Mahkamah Konstitusi: (1) gugatan yang dilayangkan untuk asas legalitas vonis hukuman mati dan
keterkaitannya dengan kejahatan narkotika (2007) — MK memutuskan bahwa kejahatan narkotika bisa
dikategorikan sebagai kejahatan yang paling serius. Pertimbangan MK atas hukuman mati untuk
menjadi vonis alternatif dipromosikan pada putusan ini; (2) aturan yang menggunakan regu tembak
untuk eksekusi hukuman mati dengan pertentangannya dengan tindak penyiksaan (2008) — MK
mengatakan bahwa rasa sakit yang mengikuti eksekusi dari regu tembak bukanlah bagian dari
penyiksaan, (3) duduk perkara ‘pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka
berat atau mati’ merupakan bagian kejahatan paling serius sebagaimana yang dicantumkan di dalam
ICCPR (2012) — MK menyatakan bahwa vonis hukuman mati sesuai dengan perkara semacam ini di
Indonesia. Lebih lanjut lihat di: Cornel Law School. 2013. Death Penalty Database 2013:
http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Indonesia. Diakses pada 22
November 2015. Jika kita menilik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana
yang telah diubah melalui UU No. 5/2010 tentang Perubahan UU No. 22/2002 tentang Grasi; Pasal 11
ayat 1 yang berbunyi bahwa presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah
memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan ayat 2 yang menerangkan bahwa keputusan
presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi; maka standar grasi di Indonesia masih amat
jauh dari standar-standar lain yang meliputi gagasan grasi sebagaimana yang telah dijamin di dalam
Pasal 6 ayat 4 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR: Indonesia telah
meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005) yang menjamin ketersediaan ruang
pengampunan kepada semua terpidana hukuman mati. Lebih lanjut, ruang pengampunan (baik yang
diakui dalam etimologi Bahasa Inggris sebagai clemency ataupun pardon) sebagaimana yang
dikembangkan di dalam sistem hukum modern di dunia khususnya yang terkait dengan penerapan
praktik hukuman mati, maka setiap terpidana yang telah divonis hukuman mati dan telah menggunakan
semua prosedur hukum untuk mengkomutasi vonis namun tidak mendapatkan perubahan memiliki hak
untuk menggunakan ‘akses’ terakhir melalui mekanisme clemency atau pardon yang dikeluarkan oleh



http://www.bantuanhukum.or.id/web/uu-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum/
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11013#.VlBbBGQrLow
http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Indonesia

Presiden Joko Widodo telah menolak lebih dari 10 permohonan grasi dari para
terpidana mati dengan alasan yang tidak argumentatif dan hanya menggunakan
laporan penelitian BNN atas kejahatan narkotika di Indonesia. Penolakan grasi ala
sapu jagad tersebut amat berisiko apabila tidak melihat proses rehabilitasi dan koreksi
yang telah dilakukan oleh si terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Uji materi
terhadap Pasal 11 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Grasi yang akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dimedio bulan November
2015 sejatinya adalah meminta suatu petikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk
memberikan kejelasan mengenai bagaimana seharusnya presiden memutuskan
penilaian grasi.

Kuatnya elemen unfair trial dari kasus-kasus hukuman mati, termasuk di dalamnya
digunakannya pendekatan penyiksaan untuk mempercepat mendapatkan keterangan
yang potensial digunakan sebagai elemen pemberat dalam persidangan —sebagaimana
yang muncul dalam dugaan penyiksaan terhadap sejumlah janitor Jakarta
International School,*®* mendorong KontraS untuk memperkuat pemahaman hukum
dari pendamping, korban dan keluarga di wilayah-wilayah untuk memahami konteks
penyiksaan dan elemen unfair trial yang kerap digunakan. Diharapkan dengan
terbangunnya sistem komunikasi aktif melibatkan komunitas dan publik, praktik
penyiksaan bisa ditekan dengan memperluas lingkaran partisipasi publik yang peduli
pada isu penyiksaan. KontraS juga berencana untuk menggunakan jalur Peninjauan
Kembali (PK) atas terpidana mati Yusman Telaumbanua, setelah kampanye HAM
yang masif KontraS lakukan baik di tingkat nasional maupun internasional.** Kasus
Yusman Telaumbanua telah mendapatkan perhatian luas, tidak cuma dari pegiat
HAM namun juga komunitas adat, pendidik yang memberikan dukungan atas
rekayasa kasus yang dihadapi oleh Yusman.

Sebagai tambahan, pada peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia ditahun 2015,
KontraS telah memberikan catatan evaluatif langsung kepada Polri, Kementerian
Hukum dan HAM, Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK) guna mempercepat proses pengesahan RUU Tindak Pidana
Penyiksaan, merevisi KUHP dengan menambahkan secara definitif apa itu

pihak eksekutif dalam hal ini presiden. Kekuatan untuk menggunakan clemency mulanya adalah bagian
dari keabsahan monarki untuk mengurangi dan/atau membatalkan hukuman. Namun dalam sejarah
politik modern dunia, baik clemency dan pardon telah dikembangkan sedemikian rupa dibanyak
konstitusi modern monarki maupun dasar hukum konstitusional republik. Dalam konteks Amerika
Serikat, clemency atas vonis hukuman mati adalah pengubahan vonis hukuman mati menjadi
pemenjaraan, sedangkan pardon atau bahkan ‘unconditional pardon’ bahwa si pengambil keputusan
tidak hanya membatalkan vonis eksekusi, namun juga memberikan pembebasan tak bersyarat dan
bahkan terkadang juga diikuti dengan penghapusan penuh atas kewajiban-kewajiban pidana yang
menyertainya. Lebih lanjut, pengembangan catatan ini bisa dilihat di: Austin Sarat. 2005. Mercy on
trial: What it means to stop an execution; dan Louis J. Palmer. 2001. Encyclopedia of Capital
Punishment in the United States, 110.

13 Lihat: KontraS. 2015. Hasil Eksaminasi Putusan Perkara Kekerasan Seksual di Jakarta International
School: Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka. Siaran pers dapat diakses di:
http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2203. Diakses pada 23 Desember 2015.

14 KontraS membangun solidaritas dengan beberapa organisasi HAM regional (Forum Asia) dan
internasional seperti FIDH, Amnesty International, ADPAN dan keterlibatan aktif KontraS pada
Kongres regional Asia untuk anti hukuman mati yang digelar pada bulan Juni 2015.
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penyiksaan, dan menjamin keefektifan mekanisme pemulihan hak-hak korban dan
termasuk perlindungan para saksi dari praktik penyiksaan.*®

2. Kebebasan beragama dan beribadah

Situasi penghormatan dan perlindungan atas jaminan kebebasan menjalankan ibadah,
beragama dan berkeyakinan di Indonesia pun tidak berubah, cenderung stagnan di
mana peristiwa kekerasan dan pembatasan hak masih terjadi di wilayah-wilayah yang
sensitif pada isu toleransi. Dari jumlah peristiwa, KontraS memantau 96 peristiwa
praktik intoleransi dan pembatasan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan;
di mana Jawa Barat (18 peristiwa), DKI Jakarta dan Banten (11 peristiwa) dan Aceh
(9 peristiwa) menjadi wilayah-wilayah yang kerap membangun sentimen anti
toleransi.

Peristiwa Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama
Jan-Des 2015

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

KontraS, 2015

Trend Provinsi Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama
Jan - Des 2015
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KontraS, 2015

Selain itu, KontraS juga menyoroti ruang kriminalisasi yang potensial terjadi pasca
dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 perihal Penanganan Ujaran

15 Lihat: Laporan Praktik Penyiksaan 2014-2015 KontraS. Op.Cit. Hal. 42.
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Kebencian atau yang lebih dikenal SE Hate Speech.'® Isi dari surat edaran tersebut
cenderung tidak mencerminkan ruang korektif dan pencegahan meluasnya syiar
kebencian, namun lebih banyak mampu digunakan sebagai alat peredam kritik publik
dengan hadirnya unsur ‘pencemaran nama baik’ sebagai salah satu konsiderasi di
dalam surat edaran dan termasuk gagalnya Polri dalam menggunakan standar HAM
untuk secara definitif merumuskan apa itu hate speech.

Dalam konteks ini, KontraS menilai bahwa lahirnya SE yang idealnya memberikan
perlindungan kepada warga dari tindakan kekerasan yang dipicu oleh ujaran
kebencian yang belakangan ini didominasi dengan sentimen keagamaan; justru
digunakan untuk membatasi ruang ekspresi publik termasuk kritik konstruktif kepada
pemerintah yang tiba-tiba dibatasi atas nama hukum dan keamanan. Selain itu, tahun
ini  juga muncul wacana perihal pengesahan Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Umat Beragama. KontraS yang secara organisasional aktif terlibat
dalam advokasi pendampingan kelompok-kelompok keagamaan minoritas, termasuk
di dalamnya Ahmadiyah dan Syiah, dibulan April 2015 telah memberikan masukan
konstruktif kepada DPR RI dan Kementerian Agama untuk membawa agenda
penghapusan regulasi-regulasi diskriminatif dan mendorong hadirnya suatu
mekanisme hukum yang bisa mengkriminalisasikan mereka yang menggunakan
ujaran kebencian untuk mengancam keselamatan suatu kelompok keagamaan dan
kelompok sosial lainnya."’

Beberapa kasus yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah
ketegangan sosial dengan sentimen keagamaan di Aceh, khususnya di wilayah Singkil
dan Kutacane. Aceh yang menerapkan syariah Islam sebagai hukum lokal, potensial
menggunakan landasan syariah Islam sebagai alat untuk menekan toleransi,
khususnya ketika pemerintah lokal membangun ruang kompromi dengan organisasi
masyarakat yang menjunjung advokasi keagamaan garis keras. Selain itu,
terabaikannya situasi Tolikara di Papua pasca pecahnya konflik dengan sentimen
keagamaan antara umat Islam dan Kristen harus dapat dikelola pemerintah. Jika tidak
maka situasi Tolikara akan menambah PR baru bagi negara di tengah bara konflik
yang belum terselesaikan. Beberapa wilayah yang masih dipimpin oleh pejabat publik
konservatif garis keras seperti di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur harus
mendapatkan evaluasi serius oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Hukum dan HAM. Pernyataan-pernyataan dan pilihan kebijakan politik lokal yang
membangun sentimen permusuhan sosial dengan muatan keagamaan -jika terus
didiamkan- akan kontraproduktif dengan semangat akuntabilitas negara.

16 Lihat: Dokumen dapat diakses di:
http://www.kontras.org/data/SURAT%20EDARAN%20KAPOL RI%20MENGENAI%20PENANGAN
AN%20UJARAN%20KEBENCIAN.pdf. Diakses pada 24 Desember 2015.

17 Lihat: KontraS. 2015. Catatan perwakilan NGO dan komunitas agama terhadap RUU Perlindungan
Umat Beragama. Dokumen dapat diakses di:
http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2023. Dalam konteks perlindungan umat
beragama, KontraS telah banyak aktif melakukan kampanye dan pendidikan publik, termasuk
menggandeng komunitas-komunitas keagamaan dan kepercayaan minoritas guna memperluas
pemahaman kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan di Indonesia. Lihat: Peluncuran Majalah
KBBB ‘Potret Buram Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia’ Dokumen dapat diakses
di: http://www.kontras.org/home/index.php?module=kegiatan&id=131. Diakses pada 24 Desember
2015.
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3. Kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul

Isu kebebasan fundamental lainnya adalah minimnya ruang akuntabilitas pada
pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul. Jika kita melihat kutipan
pernyataan Presiden Joko Widodo di atas, kuat sentimen bahwa negara menggunakan
hukum, termasuk di dalamnya undang-undang dan kebijakan, tidak dalam rangka
menjamin ruang kebebasan ekspresi, berserikat dan berkumpul oleh publik; namun
dalam skenario lain yaitu menggunakan hukum sebagai dalil untuk mengontrol
ekspresi kebebasan publik.

Betul bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul (termasuk di dalamnya ekspresi)
adalah kategori hak yang dapat dikurangi dan dibatasi sebagaimana yang diatur di
dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun demikian,
pembatasan yang digunakan untuk mengurangi hak-hak tersebut tidaklah absolut dan
harus disertai dengan ukuran-ukuran tertentu dan utamanya adalah untuk menjamin
perlindungan hak-hak asasi lainnya yang harus tetap dilindungi dalam keadaan
apapun. Namun sepanjang tahun 2015 ada kecenderungan yang menguat bahwa
negara tidak hadir dalam menjamin kebebasan berekspresi berserikat dan berkumpul
dari warga.

Peristiwa Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi Jan-
Des 2015

KontraS, 2015

Tahun 2015 sendiri, setidaknya terdapat 238 peristiwa pembatasan kebebasan secara
sewenaqsg-wenang, dengan komposisi para pelaku pembatasan kebebasan sebagai
berikut:

« Aparat kepolisian masih menjadi pelaku utama (85 peristiwa — didominasi
kasus pembubaran aksi demonstrasi dan mengemukakan pendapat di muka
umum, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penganiayaan,
pelarangan liputan dan acara-acara publik, termasuk pelarangan untuk
menggunakan jilbab).

18 Data ini juga pernah disampaikan KontraS pada peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2015
dengan judul Kebebasan Makin Terancam di Indonesia. Dokumen dapat diakses di:
http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2209. Diakses pada tanggal 23 Desember 2015.
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« Pejabat publik (49 peristiwa — didominasi tindakan pelarangan kegiatan,
pembredelan penerbitan publikasi, pengusiran aksi, pemblokiran situs-situs
online atas nama pemberantasan radikalisme).

« Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menjunjung model advokasi
keagamaan garis keras juga terpantau kerap dibiarkan melakukan pembatasan
kebebasan (31 peristiwa — pembubaran paksa ibadah, penyegelan rumah
ibadah, intimidasi, penganiayaan).

« Aparat TNI juga diketahui masih melakukan praktik pembatasan kebebasan
(17 peristiwa — dominasi kasus yaitu pembatasan akses jurnalis di wilayah
konflik, pembubaran aksi demonstrasi, penganiayaan).

« Universitas juga tercatat sebagai tempat di mana jaminan kebebasan
berekspresi dan berkumpul signifikan dibatasi (5 peristiwa — didominasi
dengan pelarangan pemutaran film, diskusi, dan perayaan pluralisme).

Pelaku Dominan Pelanggaran Hak Kebebasan
Berekspresi 2015
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KontraS, 2015

Sebagaimana yang disampaikan pada peringatan Hari HAM Sedunia, KontraS
membuat peringkat kepada 5 besar wilayah di Indonesia di mana praktik
penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM masih dilakukan terbatas dan
cenderung menempatkan individu dan warga tidak sebagai pihak yang harus
mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi.

1. Jawa Barat (41 peristiwa — yang didominasi dengan pembatasan kebebasan
beragama, beribadah dan berkeyakinan dan sentimen nir toleransi lainnya),

2. Jawa Timur (35 peristiwa — yang didominasi dengan meningkatnya
pembatasan opini publik di muka umum akibat penguasaan secara sepihak
sumber daya alam dan pembubaran aksi buruh),

3. Sumatera Utara (28 peristiwa — yang didominasi dengan meningkatnya
pembatasan opini publik di muka umum akibat penguasaan secara sepihak
sumber daya alam),
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4. DKI Jakarta (26 peristiwa — yang didominasi dengan pembubaran paksa aksi,
penangkapan dan penahanan sewenang-wenang),™

5. Papua (24 peristiwva — yang didominasi dengan penangkapan sewenang-
wenang atas ekspresi warga Papua untuk membebaskan tahanan politik
ataupun untuk merayakan hari besar kultural 1 Desember).?

Trend Pelanggaran Hak Kebebasan BerekspresiJanuaris/d
Desember 2015
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KontraS, 2015

Selain itu, KontraS menyoroti beberapa wacana yang berkembang dipublik seperti
masuknya draf pasal penghinaan terhadap presiden di dalam revisi KUHP oleh
pemerintah. KontraS membangun argumentasi bahwa munculnya kebijakan semacam
itu sama sekali tidak tidak memiliki ruang definisi ‘penghinaan’ presiden yang baku.
Memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan tindakan ‘penghinaan’ juga
bertentangan dengan prinsip di mana warga sebagai kelompok kolektif sosial,
ekonomi dan politik yang meminjamkan kekuasaannya kepada negara untuk dikelola
dalam ruang kedaulatan memiliki hak untuk memberikan masukan, opini, bahkan
kritik sebagai ruang partisipasi publik dalam kehidupan negara yang berdemokratis.

19 Termasuk penangkapan sewenang-wenang kepada 306 mahasiswa Papua yang memeringati 1
Desember di dekat Bundaran Hotel Indonesia dan 23 mahasiswa Papua yang memeringati hari gugatan
operasi Trikora pada tanggal 18 Desember di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka. Lihat:
KontraS. 2015. Belum ada kabar baik untuk Papua. Siaran pers dapat diakses di:
http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2202. Dan penangkapan 9 Badan Pekerja
KontraS yang sedang membagikan stiker HAM di dekat Bundaran Hotel Indonesia. Lihat: KontraS.
2015. Penangkapan badan pekerja KontraS pada peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2015.
Siaran pers dapat diakses di: http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2210. Diakses pada
24 Desember 2015. Terkait dengan penangkapan 9 badan pekerja, KontraS melakukan pelaporan kasus
kepada Propam Mabes Polri pada tanggal 15 Desember 2015 terhadap sejumlah aparat kepolisian
terkait dengan penangkapan sewenang-wenang dan pelecehan hak-hak warga negara untuk
menyampaikan ekspresinya.

20 Termasuk kasus penangkapan dan penahanan sewenang-wenang kepada 178 aktivis ditanggal 30
April dan 1 Mei 2015 di Manokwari dan Merauke oleh Polda Papua.
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KontraS, 2015

Untuk memperkuat ruang dan jaminan hak publik dalam menggunakan hak-hak
ekspresi, asosiasi dan berkumpul KontraS sepanjang tahun 2015 telah melakukan
roadshow ke beberapa kota dalam memperkenalkan secara lebih sederhana
kebebasan-kebebasan fundamental, termasuk konsep ekspresi, asosiasi dan kebebasan
untuk berkumpul kepada publik luas. Di samping itu, dalam skema menggunakan
ruang advokasi kepada negara —khususnya untuk mengukur penggunaan hak dan
kebebasan berekspresi, berasosiasi dan berkumpul yang telah dijamin oleh konstitusi,
UU dalam kehidupan sehari-hari- KontraS terlibat aktif dalam membangun wacana
penolakan pembatasan ruang ekspresi yang diatur di dalam Peraturan Gubernur No.
228/2015 yang dikeluarkan di DKI Jakarta.?! Peraturan yang dikenal sebagai Pergub
Ahok secara hukum telah menabrak jaminan konstitusi dan UU No. 9/1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum karena hanya mengizinkan
publik berunjuk rasa di 3 titik lokasi yaitu Parkir Timur Senayan, Alun-Alun
Demokrasi DPR RI dan Monas. Dikeluarkannya aturan tersebut jelas telah
menunjukkan bahwa pemerintah cenderung anti-kritik dan tidak mau menerima
aspirasi publik yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa. Meski Pergub 228 telah
dicabut dan diganti menjadi Pergub No. 232 namun semangat pembatasan hak
berekspresi yang telah dijamin oleh konstitusi dan UU yang lebih tinggi derajatnya
masih amat terasa.

4. Kriminalisasi dan pembela HAM

Awal tahun 2015 praktik kriminalisasi menguat ketika 2 komisioner KPK, Abraham
Samad dan Bambang Widjajanto diganjar dengan penangkapan sewenang-wenang

21 Lihat: http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2015/11/Risalah-
Kebijakan_Pergub_Merged.pdf. Diakses pada 24 Desember 2015. Kertas Posisi ini diberikan pada
pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 November 2015.
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dan proses hukum yang tidak dipertanggungjawabkan dengan tuduhan pemalsuan
identitas dan kesaksian palsu di Mahkamah Konstitusi. KontraS melacak ditahun
2015 pola dari praktik kriminalisasi terjadi pada sejumlah kasus nyaris di seluruh
Indonesia. Ada beberapa kasus yang muncul ditahun 2015, namun banyak juga kasus
yang yang terjadi ditahun-tahun sebelum, belum mendapatkan respons dan bahkan
pemulihan hak-hak korban dari negara. Yang patut digarisbawahi di sini adalah
kriminalisasi tidak hanya bisa menimpa orang-orang penting yang mengawal agenda
advokasi nasional, namun juga individu-individu, warga negara Indonesia yang giat
membela hak-hak asasinya. Berikut adalah kasus-kasus kriminalisasi yang terjadi
sepanjang 2015 atau terjadi dari tahun sebelumnya dan terus berlanjut hingga 2015,
seperti Novel Basewedan, Penyidik KPK, dafatr dibawah ini tidak termasuk 49 nama
aktivis anti korupsi yang turut serta dikriminalkan karena mendukung KPK, BW atau
Abraham Samad dalam perlawanan Polri atas penyebutan Budi GUnawan sebagai
tersangka kasus Korupsi:

No Peristiwa Uraian
1 Kasus masyarakat sengketa tanah tambang
adat Paser, batubara
Kalimantan Timur
(2009)
2 Kasus masyarakat Penebangan hutan liar

adat Long Isunm
Kalimantan Timur
(2011)

& Kasus warga korban  Sengketa tanah tambang
penyerobotan tanah  batubara
warga Kampung
Kabanan, Kalimantan
Timur (2014)

4 Kasus Markus Tuduhan pencurian kayu
Amtiran (2006)

5 Kasus warga Desa Penyiksaan dengan tuduhan
Mapipa, Nusa pencurian kambing
Tenggara Timur
(2012)

6 Kasus Rudy Soik, Nusa Membongkar sindikat tenaga
Tenggara Timur kerja secara ilegal
(2014)

7 Kasus kriminalisasi Penangkapan dan
Polres Tanah Karo, penganiayaan Polres Tanah
Sumatera Utara Karo
(2014)
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Kasus Ikhsan

Tuduhan pembunuhan

Darmawan Lubis,

Sumatera Utara

(2015)

Kasus kriminalisasi Perampasan tanah adat

petani desa Aek

Buaton, Sumatera

Utara (2015)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Kasus kriminalisasi
Sulaiman, Sumatera
Utara (2013)

Kasus 21 aktivis
lingkungan Riau
(2014)

Kasus sengketa
agraria petani
Banyuwangi dan PT
Wongsorejo, Jawa
Timur (2015)

Penodaan agama Tajul
Muluk (2012)

Kasus kriminalisasi
petani pemulia benih
jagung Kediri (2010)

Kasus bendahara
dinas pariwisata dan
kebudayaan Kota
Manado (2011)

Kasus Kuswanto
(Jawa tengah, 2014)

Kasus Jakarta
International School
(DKI Jakarta, 2015)

Kasus Susanto (DKI
Jakarta, 2015)

Sengketa hutang piutang yang
berujung pada kematian

Sengketa izin kebun kelapa
sawit

Kriminalisasi yang dilakukan
PT Wongsorejo bersama
dengan TNI AL kepada warga
dan petani

Penolakan aliran Syiah di
Madura

Penangkapan sewenang-
wenang petani jagung

Penangkapan dan upaya hukum
sewenang-wenang

Korban dikriminalisasi terkait
dengan kasus pencurian di
Pabrik Walls

7 Orang pekerja JIS
dikriminalisasi terkait dengan
kasus pencabulan anak
dibawah umur di JIS

Korban dikriminalisasi terkait
dengan kasus penembakan
atasannya di Polda Metro Jaya
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Kasus Suparman
Marzuki (Ketua KY
DKI Jakarta, 2015)

Korban dikriminalisasi terkait
dengan kasus pencemaran
nama baik terhadap Hakim
Sarpin

20 Kasus Yusman Korban dikriminalisasi terkait
Telaumbanua dan dengan kasus pembunuhan
Rusula Hia, Sumatera berencana
Utara (2014)
21 Kasus Nenek Asyani Korban dikriminalisasi terkait
(Jawa Timur, 2015) dengan kasus pencurian kayu di
Situbondo
22 Kasus Novel Korban dikriminalisasi terkait
Baswedan (DKI dengan kasus penembakan
Jakarta, 2015) sewaktu korban menjabat
sebagai Direskrim Polda
Bengkulu
23 Kasus Kepala Adat Korban dikriminalisasi terkait
Galuh Palawan, dengan kasus penghinaan
Subang ( Jawa Barat,  terhadap anggota kepolisian
2015)
24 Kasus Anis (2014) Korban ~ merupakan  korban

pemerkosaan, yang
dikriminalisasikan terkait dengan
kasus pengerusakan kamera milik
pelaku.

KontraS, 2015

Khusus untuk kasus kriminalisasi yang menimpa mantan Komisioner KPK, Bambang
Widjajanto dan Abraham Samad oleh bekas Kepala Badan Reserse Kriminal
(Bareskrim) Komisaris Jenderal Budi Waseso, KontraS bersama dengan koalisi anti
kriminalisasi melakukan agenda publik bertajuk Gelar Perkara: Pemidanaan yang
Dipaksakan di 7 kota di Indonesia: Medan, Jakarta, Surabaya, Samarinda, Kupang,
Makassar sepanjang tahun 2015 tujuannya adalah untuk menyosialisasikan tentang
bahayanya praktik kriminalisasi, rekayasa kasus yang potensinya menimpa kepada
individu warga Indonesia.
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BUDI WASESO
Kabareskrim

LM = L ML

Atasan Penyidik dan Penyidik Bareskrim Polri TIDAK melakukan
pemanggilan terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan terha-
dap Bambang Widjojanto. Padahal, sebagaimana diatur dalam Pasal 36
Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana, Penyidik Bareskrim Polri wajib melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada tersangka sebelum melakukan penangkapan.

Penyidik im Polri 1 kesalahan identi-
tas Bambang Widjojanto di dalam Surat Penangkapan, serta
tidak menguraikan secara rinci ayat yang menunjukan peran
dan i i idjojanto sebagai pelaku
tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1)

Penyidik Bareskrim Polri memperlihatkan surat perintah penggele-
dahan rumah/tempat dan badan, namun faktanya, Penyidik tidak
pernah meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, seba-
gaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP dan Pasal 57 ayat (1)
dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manaje-
men Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan dan keterangan Penyidik,
ditemukan fakta bahwa terhadap perkara Bambang Widjojanto tidak
dilakukan langkah penyelidikan terlebih dahulu sebelum penyidikan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP serta
Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Penyidik baru menyampaikan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum Setelah

i proses. Padahal, Penyidik i
kewajiban untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidi-
kan (SPDP) kepada Penuntut Umum sebeum dilakukannya upayah upayah
paksa dalam hal ini penagkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat
(1) KUHAP dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana .

KontraS, 2015

Apa Sajakah Bentuk-bentuk Maladministrasi Dalam Proses

Penangkapan Dan Pemeriksaan Bambang Widjojanto Oleh
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri?

Berikut Ini Uraiannya Berdasarkan
Rekomendasi Ombudsman Rl
Tanggal 18 Februari 2015.

Penyidik TIDAK menunjukkan identitas sebagai Anggota Polri pada saat
melakukan penangkapan terhadap Bambang Widjojanto, sebagaimana
diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan
Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Rl.

Sebanyak 9 perkara yang hampir sama sejak tahun 2003 sampai saat ini

belum ada perkara Bambang sangat
cepat ditangani dalam jangka waktu 5 hari sejak laporan polisi sampai
pada 8ambang Widjojanto. Ini ikan, telah ter-
jadinya i) dalam perkara

terhadap Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, sebagaimana diatur
dalam Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Penyidik tidak memberikan turunan Berita Acara
Pemeriksaan pada saat pemeriksaan Bambang Widjo-
janto yang kedua, tanggal 3 Februari 2015. Hal ini
tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal
72 KUHAP.

Pada surat perintah penangkapan Bambang Widjojanto tidak tercantum
nama Kombes Pol. Viktor E Simanjuntak yang statusnya sebagai Perwira
Menengah Lembaga Pendidikan Polri (Pamen Lemdikpol) sebagaimana
dalam pertemuan dengan pihak Ombudsman dan Mabes POLRI, hal ini

tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No
14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Terdapat 2 (dua) Anggota Polri berseragam dan
membawa senjata laras panjang di lokasi pen-
angkapan, hal ini tidak dibenarkan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri
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Pergub No0228 Tahun 2015 yang baru saja dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tiahaja Purnama (Ahok) padq 28 Oktober 2015 lalu, memiliki sejurmlah poin yang harus
dikritisi karena sangat berpo{‘ensi mengancam demokrasi.

Relative decibel levels Threshold of pain

RIS Joci conear: e International jet arrival at
500m from the runway end
Heavy truck at 7m distance "8
omestici dapndiure Busy city road at kerbside
6.5km from the runwayend L~
Background level in Normal conversation
suburb during daytime A®a
Living room
Whispering ssh!
Quiet bedroom

Total silence (]

KontraS, 2015

22 Infografis ini dikeluarkan pada medio November 2015, sebagai wujud penolakan KontraS,
organisasi masyarakat sipil lainnya dan individu-individu yang peduli pada jaminan perlindungan
kebebasan berekspresi, berasosiasi dan berkumpul yang harus dilindungi, mengingat DKI Jakarta
adalah pusat dari segala penghidupan sosial, ekonomi dan politik maka ruang aktualisasi dari hak-hak
yang dijamin oleh konstitusi tersebut harus tercermin sebagai bagian dari hak publik untuk
menggunakan hak-hak konstitusionalnya.
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I11. Perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial yang terbengkalai

Jika kita melihat pada pembatasan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental di atas,
nampak bahwa ada kecenderungan di mana negara dan aparatus —baik di tingkat
nasional dan daerah- menggunakan hukum sebagai dalih untuk membatasi hak-hak
asasi dan kebebasan yang sebenarnya telah diatur di dalam konstitusi dan produk
hukum maupun kebijakan nasional tanpa diskriminasi. Dalam bagian ini, KontraS
akan memeriksa lebih dalam lagi tentang situasi perlindungan dan pemenuhan
progresif hak-hak ekonomi dan sosial sepanjang kurun waktu 1 tahun terakhir.

Setidaknya KontraS menerima 34 pengaduan publik, termasuk yang dikerjakan
bersama dengan koalisi dan respons kasus nasional. Selama setahun terakhir, KontraS
banyak menggunakan mekanisme negara; mulai dari pelaporan ke instansi-instansi
negara, menggunakan mekanisme KIP, kampanye publik hingga berkomunikasi
dengan pelapor khusus PBB dan organisasi-organisasi HAM internasional.
Karakteristik dari ke-34 kasus amat bervariasi. Mulai dari pemenuhan hak-hak buruh
(dan termasuk kebebasan untuk berkumpul dan berekspresinya), pendampingan
konflik tanah dari para petani dengan negara dan/atau korporasi di beberapa wilayah,
penyerobotan rumah dinas, hak atas kesehatan para tapol/napol, perbudakan modern,
kejahatan pembakaran hutan dan asap, dan lain sebagainya.

Peristiwa Pelanggaran Hak Atas Tanah
Januari - Desember 2015

KontraS, 2015

Dari hasil pemantauan media, KontraS mencatat ada sekitar 40 peristiwa pelanggaran
hak atas tanah, yang turut melibatkan unsur pelanggaran HAM, kekerasan aparat
keamanan dan minimnya ruang pengakuan publik (khususnya petani) dalam
menggunakan haknya. Kasus-kasus tersebut juga tidak terjadi atau muncul sendiri
ditahun 2015, jamaknya ada kecenderungan kasus-kasus muncul sebagai rangkaian
kasus yang telah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Adapun beberapa kasus yang
KontraS terlibat di dalam agenda advokasi hukum dan HAM serta mendapatkan
atensi publik adalah sebagai berikut:

No. Peristiwa Periode

1 Kasus tol Mojokerto (Jawa 2011 - sekarang
Timur)
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10

11

12

13

14

Kasus petani Rembang
tolak pabrik semen (Jawa
Tengah)

Sengketa lahan Rumpin
dengan TNI AU (Jawa
Barat)

Perampasan tanah dan
kekerasan kepada petani
Urutsewu (Jawa Tengah)

Kriminalisasi petani Joyo
Lumajang oleh PTPN
(Jawa Timur)

Penggusuran Kampung
Pulo (DKI Jakarta)

Penggusuran untuk
membentuk waduk
Jatigede (Jawa Barat)

Penembakan warga
Sumberagung Banyuwangi
atas  penolakan  pabrik
tambang (Jawa Timur)

Penggusuran rumah ZENI
Mampang (DKI Jakarta)

Perampasan tanah Suku
Anak Dalam (Jambi)

Kasus pemukulan petani di
Pasuruan (Jawa Timur)

Kriminalisasi 11 petani
sengketa lahan di Rapala,
Banda Aceh (Aceh)

Penyiksaan dan
pembunuhan aktivis anti
tambang di  Lumajang
(Jawa Timur)

Perampasan tanah petani
Ramunia oleh TNI
(Sumatera Utara)

2014 - sekarang

2007 - sekarang

2015 - sekarang

2015 - sekarang

2015 — resettlement

2013 — sekarang

2015

2015 — sekarang

2012 — sekarang

2015 — sekarang

2015

2015

2015
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15 Kriminalisasi petani dan 2015
kematian Tarmudji pada
kasus  kematian  gajah
(Lampung)

KontraS, 2015

Jika kita melihat sebaran wilayah konflik tanah dan sumber daya alam di atas
(khususnya yang ditangani oleh KontraS), mayoritas konflik didominasi dengan
keterlibatan unsur aparat keamanan (baik polisi dan TNI) dengan model pendekatan
represif, mulai dari kriminalisasi, pengerusakan aset publik, intimidasi, penganiayaan,
penyiksaan (yang berujung pada kematian) hingga penembakan yang berujung pada
kematian.

Trend Pelanggaran Hak Atas Tanah Januari - Desember
2015

Pengerusakan |E—— 3

Penembakan
. 1 4
Intimidasi | s
T
Bentrokan |/

Kriminalisasi |fmmmml_1

0 2 4 6 8 10 12 14

KontraS, 2015

Selain itu, KontraS juga menemukan adanya kecenderungan digunakannya kebijakan-
kebijakan pembangunan -baik di tingkat nasional maupun daerah- yaitu
digunakannya sentimen pembenar pembangunan, investasi, tumpang tindih peraturan
dan praktik korupsi di tingkat lokal yang tidak memberikan keuntungan bahkan
perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan, seperti petani, buruh dan lain
sebagainya. Kecenderungan ini bukanlah satu-satunya yang terjadi di Indonesia. Ada
kecenderungan global di mana tanah kerap dijadikan obyek persengketaan lintas
aktor, termasuk juga kelompok korporasi yang memiliki relasi amat dekat dengan
negara melalui wajah aparat keamanan dan pejabat publik lokal yang kerap
mengeluarkan kebijakan anti HAM. Kejahatan korporasi dan pengabaian negara pada
hak atas tanah diketahui banyak terjadi pada sektor perkebunan, pelaksanaan
infrastruktur, pertambangan, kehutanan dan wilayah pesisir.

KontraS melihat bentuk kemenangan-kemenangan kecil seperti petani Rembang di
PTUN Semarang melalui putusan 015/G/2015/PTUN melawan PT Sahabat Mulia
Sakti, 2 pengakuan dan janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan konflik

23 nttp://print.kompas.com/baca/2015/11/17/Warga-Kendeng-Menangkan-Gugatan%?2c-Jalan-Kaki-
122-Ki. Diakses pada 25 Desember 2015.
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agraria di setiap provinsi yang diprediksi 850-an kasus di atas 1,2 juta hektare lahan,?
termasuk pembatalan UU Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi®® tidak akan
memiliki dampak signifikan apabila tata kelola sumber daya alam di Indonesia tidak
disertai dengan standar akuntabilitas, evaluasi, ruang koreksi, dan sekaligus mencatat
serta memberikan teguran keras kepada aparat keamanan (baik polisi dan TNI) yang
masih terlibat dalam jasa beking keamanan korporasi berskala besar.

Jika dilihat dalam skala sebaran wilayah konflik dan pembatasan hak atas tanah,
KontraS melihat bahwa situasi ini telah terjadi secara meluas dan merata nyaris di
seluruh penjuru Indonesia. Wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori kantong
sumber daya alam kerap memiliki angka kekerasan dan konflik yang tinggi, di mana
ketegangan terjadi secara konstan antara warga dengan aparat keamanan (termasuk
jasa keamanan swasta) dengan perusahaan korporasi. Kasus kematian Indra Pelani
dan Salim Kancil adalah wajah buruk dari pengelolaan kebijakan sumber daya alam
yang mengakibatkan dirugikannya warga. Belum lagi kebijakan nasional yang
menjadikan wilayah pesisir Merauke sebagai bagian dari proyek pangan dan energi
nasional yang cenderung potensial memberikan kerugian mengingat praktik
pengelolaan lahan masih tidak memiliki fungsi koordinasi dan terkesan ditutupinya
kejahatan mega-korporasi, sebagaimana yang terjadi pada pembakaran hutan dan
lahan di semester Il 2015 di beberapa wilayah utama seperti di Sumatera, Kalimantan
dan Papua.

Untuk memantau situasi perlindungan hak-hak asasi di sektor sumber daya alam dan
pemenuhan hak-hak progresif ekonomi dan sosial, KontraS banyak menggunakan
mekanisme resmi yang disediakan oleh negara. Salah satunya adalah menggunakan
alat akuntabilitas keterbukaan informasi publik. Pada kasus Salim Kancil, Polda Jawa
Timur cukup gesit untuk melimpahkan berkas pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut
Umum (JPU) terhadap 9 nama warga yang terlibat dalam kematian Salim Kancil
untuk dilakukan pemeriksaan dan menunggu dikeluarkannya putusan P-21.2® Namun
demikian, belum ada berkas perkara dari 3 anggota kepolisian yang terlibat bisnis
pertambangan ilegal (Kapolsek Pasirian AKP Sudarminto, Kanti Reskrim Ipda
Samsul Hadi dan Anggota Babinkamtibmas Aipda Sigit Purnomo) dan bisa
dilimpahkan ke JPU. Padahal ketiganya telah cukup bukti melakukan pelanggaran.”’
Selain itu, tentu saja KontraS bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya
menggalang dukungan publik atas kematian Salim Kancil. Termasuk mendorong
negara untuk memberantas bisnis ilegal di sektor pertambangan yang kian menguat di
wilayah Jawa Timur dan wilayah-wilayah lainnya dengan membuat pertemuan resmi
dengan Komisi Il DPR RI, Komnas HAM dan Mabes Polri dalam menuntaskan
kasus dan mendorong fungsi koreksi negara atas kejahatan korporasi yang melibatkan
aktor keamanan negara.?®

24 |jhat: Pidato Presiden di Hari HAM Sedunia 11 Desember 2015 dengan kutipan sebagai berikut,
“Saya rata — rata per Provinsi itu kira — kira ada 850 kasus, karena disana ada 900, disini 800, disana
700, kira — kira 850-an kasus. Ini yang harus cepat diselesaikan.”

25 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air.
Diakses pada 25 Desember 2015.

26 Surat balasan Polda Jawa Timur kepada mekanisme surat KIP KontraS Nomor
X11/2015/Ditreskrimum.

27 Hasil pemantauan Kontra$S per tanggal 19 Desember 2015.
28 | jhat infografis KontraS yang dikeluarkan pada medio Oktober 2015.
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Hal yang sama juga KontraS gunakan dalam melacak kejahatan korporasi atas praktik
pembakaran hutan di 2 wilayah besar yakni Sumatera dan Kalimantan. Dalam laporan
hak asasi manusia berjudul Asap dan Residu Hak Asasi Manusia: Jauhnya
Pertanggungjawaban Negara untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan dan
Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia, data KIP tidak hanya memperkaya
argumentasi namun juga mendorong ruang pertanggungjawaban berjalan, meskipun
belum efektif dilaksanakan.?® Diketahui bahwa setidaknya 23 perusahaan telah
dipersiapkan untuk mendapatkan sanksi berat dari pemerintah. ** Jika melihat
komposisi ke-23 nama perusahaan tersebut, maka izin yang dibekukan akan mengarah
kepada beberapa nama korporasi berskala besar yang kerap dituding melakukan
kejahatan korporasi, seperti keterlibatan PT Wira Karya Sakti yang memiliki afiliasi
dengan Asia Pulp & Paper dan terlibat pada kematian aktivis petani Indra Pelani di
Jambi ditahun 2015 adalah anak perusahaan dari PT. Sinar Mas.*! Kontra$S juga terus
mendorong lembaga-lembaga negara terkait seperti Komnas HAM dan LPSK untuk
membuka tafsir baru atas pelanggaran HAM yang berat dan konsep kejahatan
terhadap kemanusiaan atas beberapa pelanggaran HAM serius yang terjadi di sektor
sumber daya alam. Kasus Sape Bima adalah kunci strategis yang sebenarnya bisa
digunakan oleh lembaga-lembaga negara untuk membuat terobosan akuntabilitas dan
perlindungan saksi maupun korban yang konstruktif dengan semangat
pertanggungjawaban negara dan non negara, di mana kejahatan korporasi berskala
masif dan serus kelak akan menjadi tren ditahun-tahun yang akan datang yang harus
ditangani dengan profesional.

29 |jhat: KontraS. 2015. Asap dan Residu Hak Asasi Manusia: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara
untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia,
http://kontras.org/home/index.php?module=buletin&id=101. Diakses pada 25 Desember 2015.

30 |ihat: Kompas. 2015. Ini dia 23 Perusahaan Pembakar Hutan yang Dijatuhi Sanksi oleh Pemerintah.
Artikel dapat diakses di:
http://nasional.kompas.com/read/2015/12/21/20380241/Ini.Dia.23.Perusahaan.Pembakar.Hutan.yang.D
ijatuhi.Sanksi.oleh.Pemerintah. 25 Desember 2015.

31 Lihat: Mongabay. 2015. Kasus Kematian Indra Pelani Janggal. Artikel dapat diakses di:

http://www.mongabay.co.id/2015/10/22/walhi-jambi-kasus-kematian-indra-pelani-janggal/. Diakses
pada 25 Desember 2015.
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Advokasi yang sudah dilakukan KontraS dan jaringan
(WALHI, KPA, JATAM, ELSAM, LBH jJakarta, YLBMH), PILNET):

Peristiwa Penganiayaan Berat terhadap Salim Kancil dan Tosan,
serta Praktik Tambang llegal di L g

1. Pasca pnrlstvwa penganiayaan berat yang menimpa Salim Kancil dan
Tosan pada 26 September 2015, Tim KontraS Surabaya dan sejumlah
organisasi lainnya telah melakukan investigasi mendalam di lapangan
terkait peristiwa pembunuhan dan praktik tambang ilegal di Lumajang.

2. Pelaporan kepad 3. Pelaporan kepada
Lembaga Perllndunean nl TANAH KAMI Komnas HAM yang
Saksi dan diterima komisioner
(LPSK) dlterlma oleh Komnas HAM
Komisioner LPSK [(Mba (Nurlela) untuk
Lilik] untuk meminta N meminta Komnas HAM

perlindungan bagi =ph melakukan penyelidikan
warga dan keluarga 3 kelapangan dan
korban yang hingga mengumpulkan fakta-
nari ini masin merasa TA AHAL fakta terjadinya

ketakutan akiba pelanggaran HAM akibat
it e TAMBANG  Flocsmnieisdes:
dan adanya ancaman di Lumajang.
terhadap mereka. SALIM KANCIL DIBUNUH

4. Siaran pers bersama jaringan di Komnas HAM
pada hari Senin 28 September 2015.

5. Pengiriman surat 6. Pelaporan kepada
kepada pihak Mabes pihak Komisi IIl DPR
Polri pada 29 RI pada tanggal 1
September 2015, Oktober
untuk mendorong 2015, vang diterima
proses penyidikan yang angsun

transparan, |
pengungkapan kasus
secara menyeluruh dan
menyeret aktor dibalik
pembunuhan

omisi Il|
mendorong
pengungkapan aktor
praktik tambang Ilegal utama dibalik kasus
serta memberik pembunuhan Salim
perlindungan bngl Kancil.
warga dan keluarga
korban.

7. Aksi Solidaritas
untuk Salim Kancil
berupa aksi teatrikal
di depan Istan
Negara Jakarta pada
1 Oktober 2015, yang
diikuti oleh kurang
lebih 30 orang aktivis
dan seniman.

8. Kontras juga
telah melakukan
komunikasl informal
ada pihak

Kapolres Lumajang.
Kapolda Jatim,
hingga Kapolri
untuk mendorong
proses
pengungkapan
secara menyeluruh
terkait kasus ini.

9. Melakukan penggalangan dana bersama organisasi lain untuk
mengumpulkan sumbangan dana dari publik guna membantu biaya pengobatan
Pak Tosan dan santunan kepada Keluarga Salim Kanci
Adapun jumlah donasi yang diterima per-2 Oktober 2015 adalah sejumiah
Rp.40.000.000 dan sudah disalurkan sebanyak 50% kepada pihak keluarga
osan dan Alm.Salim Kancil.

PANGGILAN SOLIDARITAS

DUA LEMBAR UANG DONASI, TETAP LEBIH
BERARTI DARI SERIBU LIKE DI SOCIAL MEDIA!
PAK TOSAN, KORBAN PENGANIAYAN PREMAN TAMBANG. KINI TELAH MELEWATI
AKIBAT BERULANG-ULANG DILINDAS SEPEDA MOTOR

PENVIKSAAN KEJI LAINNYA. SAAT INI DIRAWAT DI RSUD SAIFUL ANWAR MALANG,

AYO BERSOLIDARITAS, KIRIMKAN BANTUAN FINANSIAL KE REKENING

BCA NO. REK: 1260098461 ATAS NAMA A’AK ABDULLAH AL-KUDUS (A'AK)

KONFIRMASI DONASI: 0813.3733.99 11 (A’AK) DAN 0852.5906. 1334 (RIDWAN)

SALIM KANCIL ADALAH YANG TERAKHIR!
JANGAN ADA LAGI KORBAN JIWA AKIBAT KONFLIK AGRARIA!

Respon Negara

Pihak Polda Jatim telah melakukan penangkapan dan penetapan
E==== tersangka terhadap 23 orang warga, termasuk kepala desa, terkait
kasus pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan terhadap Tosan.
Propam Mabes Polri saat ini juga sudah diterjunkan ke lokasi untuk
melakukan penyelidikan terkait keterlibatan anggota Polisi dalam
praktik tambang ilegal dan pemblatan yang dilakukan terhadap
poran warga pada 11 September 2015.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan pengungkapan kasus
tersebut secara menyeluruh kepada Kapolri. 2

Komisi Il DPR-RI akan menurunkan tim untuk melakukan
penyelidikan terkait kasus tersebut pada 2 Oktober 2015.

Menkopolhukam telah mengumpulkan sejumlah Menteri dan
staffnya untuk melakukan kordinasi terkait kasus tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyebutkan ada
kecacatan AMDAL dalam praktik penambangan pasir besi vang
dilakukan PT IMMS di Lumaja

Menteri Dalam Negeri menyebutkan akan memberikan sanksi
yvang berat terhadap Kepala Desa dan perangkat Pemerintah
Daerah yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pihak Perhutani membantah bahwa tanah yang digunakan oleh
penambang pasir ilegal berdiri diatas lahan Perhutani/Hutan
Negara.

KontraS, 2015

32 Infografis ini dikeluarkan diawal bulan Oktober 2015 tidak lama setelah diketahui tewasnya Salim
Kancil. KontraS menggunakan media sosial untuk membangun sentimen solidaritas dan dukungan dari
publik atas pengusutan kasus kematian Salim Kancil. Dukungan ini juga efektif dalam mendorong
ruang koreksi negara dan korporasi.
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Wilayah Pelanggaran Hak Atas Tanah Januari -
Desember 2015

Papua Barat

Papua
Maluku Utara

Gorontalo

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Kalimantan Barat

Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan

NTT

NTB
Jawa Timur

DI Yogyakarta

Jawa Tengah
Jawa Barat

DKl Jakarta

Sumatera Selatan

Sumatera barat
Sumatera Selatan

Jambi

Riau
Kepulauan Riau

Bengkulu

Sumatera Barat

Sumatera Utara
Aceh

KontraS, 2015

Pelaku Pelanggaran Hak Atas Tanah Januari -
Desember 2015

Pemerintah, 5

KontraS, 2015
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IV. Relasi sektor keamanan, penegakan hukum dan hak-hak asasi yang timpang
Jika kita kembali memeriksa 2 bagian paparan di atas, hadir kesan kuat atas
keterlibatan unsur aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI, di mana kedua
instansi keamanan ini memiliki peran, fungsi dan tugas yang telah melampaui hal-hal
dasar sebagaimana konstitusi dan undang-undang mengamanatkannya. Sepanjang
tahun 2015 KontraS menyoroti isu (sektor) keamanan memiliki ketegangan yang
begitu luar biasa dengan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Polisi dan sentimen kriminalisasi

Kriminalisasi yang dilakukan oleh bekas Kabareskrim Budi Waseso sebagai buntut
pengungkapan kasus rekening gendut, yang melibatkan sejumlah petinggi Polri
termasuk kandidat Trunojoyo | Komisaris Jenderal Budi Gunawan telah menyeret
komisi negara independen seperti KPK dan komisionernya dalam lingkaran
pemidanaan yang dipaksakan. Kinerja Polri dalam setahun ini amat menurun dari
komitmen-komitmen tahun-tahun sebelumnya, di mana Polri telah memiliki
komitmen kuat pada beberapa agenda, antara lain; mendorong fungsi pemolisian yang
efektif, akuntabel dan transparan; mendorong perlindungan hak-hak asasi manusia
sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, maupun komitmen untuk
mendorong perlindungan kelompok rentan diisu sumber daya alam dan isu pemolisian
pada jaminan perlindungan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan.

Reformasi Polri menjadi kembali ke titik nol ketika semua modalitas dukungan publik
untuk menghadirkan aparat polisi yang profesional dan transparan tidak kunjung bisa
dibuktikan. Proses pemilihan Kapolri ditahun 2015 yang begitu panjang, melupakan
skema fit and proper test, termasuk mekanisme vetting tidak berhasil membawa kultur
regenerasi dengan kemampuan dan kapasitas yang bersih dan tidak terjerat skandal
hukum. KontraS memandang bahwa politik kartel yang diam-diam menjamur di
dalam tubuh Polri tidak bisa dihentikan hanya bersandar pada agenda suksesi
Trunojoyo I. Namun kultur regenerasi melalui mekanisme vetting harus menjadi
bagian dari standar akuntabilitas yang dikawal oleh komisi-komisi independen negara
seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM, KPK, Komnas
Perempuan dan lain sebagainya; agar nama-nama polisi seperti Novel Baswedan tidak
pula mudah dikriminalkan hanya karena ia mengusut rekening gendut dan berhasil
membuktikan beberapa nama jenderal yang dekat dengan pusaran kekuasaan
memiliki kans untuk memegang jabatan publik strategis.®* Mengingat masa jabatan
Jenderal Polisi Badrodin Haiti tersisa hingga 6 bulan lagi sebelum masuk purnabakti,
maka Presiden Rl dan DPR RI harus memiliki jalan keluar dalam mencari figur
Kapolri dengan standar di atas.

33 Lihat: KontraS. 2015. Pengekangan Kebebasan Novel Baswedan Bentuk Pembangkangan terhadap
Presiden. Siaran pers dapat diakses di: http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2204.
Diakses pada 23 Desember 2015.
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ARIK BGL,
SACE TR

#Mas JokoBeraniNggak

Ada apa dengan
Budi Gunawan?

Mengapa dia harus
ditarik?

Berikut alasan-alasannya

Budi Gunawan teleh ditetopkan sebagai tersangko oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalom kasus reken
ing gendut, yaitu dugaan suap dan gratifikaesi terkait
jobatan Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya
Manusia Mabes Polri.

Budi Gunawan terbukti terlibot dalam penyusunan visi don
nisi{ bidang pertahanan dan keamanan tin sukses capres dan
cangpres Jokowi-JK, Aktivitas tersebut adolah salah satu
bentuk politik proktis yang bertentangaon dengan UU Kepoli-
sion Negaro Republik Indonesio Nomor 2 tahun 2002,
tepotnya Pasal 28 tentong bersikap netrol dalam kehidupan
politik dan tidok melibatkon diri padao kegiatan politik
proktis

Ado bonyak kepentingan politik yong melotor-belakangi pen-
calonon Budi Gunowon sebogai calon tunggol Kapolri. Buk-
tinyo, Komisi Pemberaontasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan
don Anolisis Transaksi Keuangon (PPATK), dan Komisi Ra-
sional Hak Asasi Manusia (Kosmnas HAM) tidok dilibatkan
dalom memberikan mosukan mengenat figur colon Kapolri,

Pemilihaon Kapolri sebaiknya tidok dilokuken secoro
terburu-buru don tidok didasarken poda politik dogang
sapi atau politik balas budi. Penunjukan Kapolri harus
didasari pada aspek kepemimpinan (leadership), integri-
tas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuaot dolam
mendorong agenda reformasi dan antt korupst.

Terdopot dua Budi yang sedang
jodi pusat perhotion. Seloin
Budi Waseso - Kabareskrim
Polri yang bertanggungjawab
atas penangkapan sewenang

wenong terhadap Wokil Ketue
KPK Bambang nidjojanto,
masih ada satu Budi lag: yang
harus ditarik dari kancah
penegakan hukum di Indone-
sia. Budi Gunawan namanya,
seorang Calon Tunggal Ka-
polri yang diajukan secara *
sangat ngotot' oléeh Presiden

Jokowi .

Institusi POLRI adalah ujung tombok penegokan hukum, sudah
sepantasnya dan seharusnya POLRI dipimpin oleh sosok yang
bersih, berintegritos dan tidaek terjeraot oleh perkara
hukum, yang justru akan menghambat dan serusok kerja pen-
cgakan hukum,

KontraS, 2015

TNI yang diam-diam menguasai panggung dan peran sosial sipil

Situasi Reformasi TNI juga tidak menunjukkan arah yang lebih baik. Meski ada
banyak pakar kemiliteran yang menempatkan optimismenya dalam memandang
profesionalisme TNI ke depan pasca 17 reformasi TNI —termasuk memisahkan Polri
dari struktur ABRI dan mencabut Dwifungsi ABRI- jauh lebih baik; namun KontraS
tetap menilai ada standar HAM yang timpang yang tidak pernah mau diakui oleh TNI
bahkan Kementerian Pertahanan. Hal ini bisa dilacak dari terpilihnya Menteri
Pertahanan Ryamrizard Ryacudu, yang bukan berasal dari profesional sipil untuk
mengontrol laku kebijakan dan strategi TNI, termasuk jabatan publik strategis yang
masih dipimpin oleh pensiunan TNI tanpa diikuti dengan mekanisme rekam jejak
yang transparan menunjukkan bahwa kontrol eksekutif masih teramat lemah untuk
bisa mengelola kebijakan pertahanan Indonesia. Terlebih minimnya alat evaluasi dan
akuntabilitas yang bisa digunakan untuk mengukur profesionalisme TNI dengan tidak
kunjung diamandemennya UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang
kerap dijadikan tameng impunitas.

Belakangan diketahui bahwa TNI membangun pola kerja sama dengan beberapa
badan usaha milik negara dan instansi-instansi negara lainnya dengan dalih sebagai
bagian dari implementasi Operasi Militer Selain Perang. Tidak terkontrolnya ruang
kerja sama ini akan memicu industralisasi keamanan yang tidak memiliki sangkut
pautnya pada dinamika sipil. KontraS mencatat setidaknya ditahun 2015 ini telah
terdapat 12 Memorandum of Understanding antara TNI dengan badan-badan negara
maupun perusahaan yang bergerak disektor: perkebunan, jasa telekomunikasi,
perumahan (prajurit) pengamanan obyek vital, agro-wisata, pemberantasan narkotika
dengan Badan Narkotika Nasional, penyuluh pertanian dan pengambilalihan peran-
peran sosial sipil lain sebagainya. Pertanyaannya kemudian, apakah Presiden RI dan
Menteri Pertahanan mengetahui langkah offside yang diambil oleh TNI baik dimasa
Jenderal Moeldoko maupun Gatot Nurcahyo?

30



Belum lagi wacana Bela Negara yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan dan
dibela oleh beberapa praktisi reformasi sektor keamanan dan Komisi | DPR RI dalam
membawa tafsir baru nasionalisme membawa pro kontranya tersendiri. KontraS
memandang masih banyak prioritas yang harus segera disusun oleh Kementerian
Pertahanan ketimbang mengambil tugas dan fungsi pokok dari kementerian-
kementerian lain dalam membuka ruang partisipasi publik untuk menafsirkan
bagaimana kita sebagai warga negara bisa memberikan kontribusinya dengan modal
pembelaan negara berdasarkan kapasitas dan komitmen setiap warga.
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#Bela egaraBuatApa?

Pengcclcon alutsista saja, Indonesia baru bisa
menye[escil(cn program minimum essential force
pcdc tahun 2024. Negara masih memiliki
kekurongan anggaran untuk mendukung
persenjataan TNI dan kesejahteraan prajurit TNI
sebcgci komponen utama sistem per+ahcnon.

Nasionalisme jangan dimaknai sempit berupo bentuk
militerisasi sipi[. ela negara dalam konteks kekinian
harus Lipondcmg secara luas dan [«'ompr'elwensif yo]«'m’
Eor‘wymknyo potensi dan partisipasi warga negara dari
erbagai aspek yang pada dasarnya menunjukan rasa
cinta pada negara dan turut membongun bongso ini
menuju negara yang lebih maju dan demokratis

Sebagian besar negara yang memiliki ‘Najib militer
suaoh menglwcpus wojib mi[ifernyo dan lebih
menekankan penguofon militer melalui peningkcﬁcn

JreL<no|ogi persenjataan dan mencip‘rokon tentara yang

pl'oFesiomﬂ. Jika ingin bongsc ini L<uc’r, maka
pencerdoson generasi mudo, penyediaan fasilitas pub|il<
yang memadai, dan penegokcn hukum yang

mengecleponkcn }“AM-'O'W yang IWCII'LIS ipI'EOI‘iJf(]SL\’Gﬂ,

A\

Pembentukan bela negara yang bernuansa waijib
militer dimana jika warga negara yang menola
perlu angkat kaki dcri%ndonesic sebagaimana
dimaksu enteri Pertahanan bertentangan dengan
prinsip-prinsip HAM, k ususnya bertentangan
dengcn Resolusi PBB terkait dengcn prinsip
conscientious objecfion yang mengokui bahwa setiap
warga negara yang atas dasar keyckincn dan
agamanya berhak menolak terlibat dalam waijib
militer karena menolak pen elesaian konflik dengcm
senjata (implisit diatur di dalam DUHAM Pasal’18
dan ICCPR Pasal 18 sebagai tafsir progresif atas hak
kebebasan berpikir, berkeyckinanl dan berogamo).
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KontraS, 2015>

Pendekatan keamanan tidak hanya menjadi panglima di wilayah-wilayah konflik,
namun pendekatan serupa juga ternyata masih banyak diadopsi oleh pejabat-pejabat
publik sipil yang cenderung mengontrol, membatasi dan bahkan memberikan tafsir
ortodoks dalam membaca relasi negara — warga negara akhir-akhir ini. Akibatnya,
tidak heran apabila replikasi pendekatan keamanan yang dulunya jamak dan condong
menguat di wilayah-wilayah sensitif justru belakangan pendekatan keamanan banyak
muncul digunakan di wilayah-wilayah yang jauh dikenal dan teridentifikasi tertib
sipil; dan sekaligus digunakan sebagai jawaban negara atas ruang kebebasan yang
diam-diam dikepung dengan pendekatan kebijakan keamanan.

— TAHUKAH KAMU —

APA PERAN, FUNEGSI DAN TUBGAS TNI?

2
fof
wber:f‘\-""" sng”
2

PERAN TNI* o et ospek F

Alat negLara di bidang pertahanan.

Untuk menjalankan tugasnya ke rd
harus dengan kebijakan imenah Eyﬁ:abﬁ----'
dan keputusan negara 7 bﬂ-"‘d“" -

kerj& bﬁmf""‘?
FUNGSI TNI*

(1) Alat pertahanan negara,
(2) komponen utama sistem
pertahanan negara

TUGAS TNI*

(1) Menegakkan kedaulatan negara,
(2) Mempertahankan keutuhan NKRI
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
(3) Melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia.

TUGAS POKOK LAINNYA*

(1) Operasi Militer untuk Perang
(2) Operasi Militer Selain Perang

in (1) dan (2) di atas hanya bisa dilaki
g:rdurhn ! Iahsncrann i snangm'iknegm

KontraS, 2015%

Minim evaluasi program anti teror Polri-TNI

34 Infografis ini dikeluarkan KontraS pada medio Oktober 2015 ketika wacara Bela Negara sedang
gencar-gencarnya dipromosikan oleh Kementerian Pertahanan dan beberapa media massa.

35 Infografis ini dikeluarkan oleh KontraS dibulan November 2015 ketika menguat wacana pelibatan
TNI dalam operasi pemberantasan narkotika dengan melekatkan fungsi penangkapan dan penahanan
yang didukung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Kepala BNN Komjen Pol. Budi Waseso amat
mendukung pelibatan sebagai tafsir peran TNI untuk menjalankan fungsi operasi militer selain perang.
Kendati demikian, penerapan OMSP juga harus sepengetahuan badan eksekutif dan legislatif, di mana
hingga kini keterlibatan TNI dalam fungsi tangkal narkotika tidak diketahui sumber hukumnya selain
MoU dengan BNN yang diterbitkan bulan Mei 2015.
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Konsiderasi lainnya yang harus diperhatikan publik adalah menguatnya kembali
program anti teror di bawah Polri dan TNI yang tidak terpantau. Gencarnya operasi
Camar Maleo ditahun 2015 di Poso melibatkan ribuan pasukan gabungan Polri dan
TNI, termasuk pembentukan desk anti teror elite, sama sekali tidak melibatkan ruang
pantauan publik. Dari catatan yang KontraS keluarkan dibulan Maret berjudul Situasi
Terkini Sektor Keamanan Indonesia 2015: Serdadu Indonesia — Reorganisasi dan
Peran Sosial TNI Studi Kasus Batam dan Poso dan menunjukkan kuatnya watak nir-
transparansi dan nir-evaluasiatas operasi keamanan tersebut. Belum lagi pola operasi
ini tidak jauh berbeda dengan Sintuwu Maroso, di mana kehadiran aparat gabungan
Polri dan TNI justru malah memelihara kekerasan ketimbang melumpuhkan
kelompok teror dengan standar akuntabilitas dan hukum yang tersedia.*®

Selain itu KontraS juga ingin mengevaluasi prosedur penangkapan yang dilakukan
oleh Densus 88 dan tim kepolisian gabungan terkait rangkaian operasi anti teror pada
tanggal 18 hingga 21 Desember 2015. Tercatat tidak kurang dari 21 orang ditangkap
dan ditahan di sekitar wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan
tuduhan keterkaitan kepada organisasi Islam State (ISIS). *'Prosedur penangkapan
tidak boleh diberatkan pada dugaan semata, namun juga harus diikuti dengan sumber
pembuktian yang kuat. Kritik lainnya yang ingin KontraS sampaikan adalah jangan
sampai Indonesia melakukan banyak sekali operasi anti teror dan nampak seperti
memburu secara eksesif jaringan ISIS namun instansi keamanannya masih
memelihara kelompok-kelompok Islamis nir-toleran.

Jaksa Agung nir-produktif mendorong fungsi penegakan hukum

Reformasi Kejaksaan Agung adalah pekerjaan rumah yang tercecer ditahun 2015.
HM. Prasetyo yang terpilih sebagai Jaksa Agung tidak banyak membawa perubahan
progresif dalam penegakan hukum. Selama ia memimpin, publik sama sekali tidak
mengetahui apa prioritas Kejaksaan Agung dalam mendorong fungsi penegakan
hukum di Indonesia. Sensasi hukuman mati yang digunakan untuk menggebrak
hukum ternyata kontraproduktif apabila kita memerhatikan kejanggalan-kejanggalan
hukum yang tidak terbantahkan. Jaksa Agung juga tidak handal dalam membuat
prioritas hukum yang berparadigma akuntabilitas HAM, terbukti dengan menguatnya
wacana rekonsiliasi yang diusung oleh Jaksa Agung tanpa memerhatikan proses
bolak-balik berkas atas 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan Komnas HAM.
KontraS juga menyoroti minimnya praktik korupsi yang diusut oleh Kejaksaan Agung
padahal telah dibentuk unit kerja yang menangani kasus-kasus korupsi. Seharusnya
unit kerja ini bisa mendukung kerja-kerja yang dilakukan KPK dalam membawa para
koruptor kelas kakap ke meja pengadilan. Pencopotan Jaksa Agung adalah langkah
yang harus dilakukan Presiden Joko Widodo apabila ingin menyinergiskan fungsi
penyelidikan dan penyidikan di antara aparat penegak hukum dengan memilih
individu yang memiliki rekam jejak bersih dan nir pelanggaran HAM, korupsi dan
skandal politik lainnya.

V. Impunitas yang dikekalkan

36 Lihat: KontraS. 2015. Operasi Camar Maleo Bukan Jawaban Bagi Poso. Dokumen dapat diakses di:
http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2201. Diakses pada 25 Desember 2015.

37 Dokumentasi KontraS 2015.
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Tidak banyak perubahan yang berarti dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM
masa lalu, selain reproduksi retorika yang disampaikan oleh para pejabat publik mulai
dari tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif bahwa penuntasan pelanggaran HAM
masa lalu mutlak dilakukan. Bola rekonsiliasi yang saat ini ada di tangan Komnas
HAM setelah didukung oleh Jaksa Agung dan Menkopolkam (Tedjo Edhi) adalah
lelucon tahun 2015. Mengapa KontraS mengatakan hal ini adalah lelucon? Selama
tidak kurang dari 18 tahun Komnas HAM bergerak bersama dengan KontraS dan para
korban pelanggaran HAM untuk membuktikan dan mendukung penyelidikan pro-
yustisia atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat dan harus dibawa ke meja
Pengadilan HAM adhoc malah potensial akan masuk ke dalam keranjang rekonsiliasi-
pendekatan non-yudisial,®® meski segala infrastruktur pengadilan HAM adhoc dengan
sumber pembuktiannya dari fakta dan penyelidikan yang telah dilakukan.

Atas situasi tersebut, KontraS bersama dengan perwakilan korban pelanggaran HAM
masa lalu melakukan uji materiil atas Pasal 20 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada tanggal 21 Mei 2015 persis peringatan 17
tahun Reformasi dan jatuhnya rezim Soeharto-Orde Baru. * Uji Materiil ini
diharapkan dapat mematahkan mitos impunitas, bolak balik berkas antara Komnas
HAM dan Kejaksaan Agung yang telah memberikan banyak kerugian absolut kepada
para korban dan keluarga, khususnya dalam mendapatkan akses pengungkapan
kebenaran melalui mekanisme yudisial, pemulihan hak-hak korban dan jaminan
ketidakberulangan peristiwa di masa depan.

Selain itu guna memperkuat agenda advokasi dan pemberdayaan korban sepanjang
tahun 2015, KontraS banyak melakukan aktivitas pendokumentasian atas peristiwa
penyiksaan yang terjadi di Aceh sepanjang masa penerapan Daerah Operasi Militer,
Darurat Militer dan Darurat Sipil sebelum Perjanjian Helsinki ditempuh antara GAM
dan Pemerintah Indonesia ditanggal 15 Agustus 2005.*° Aktivitas pendokumentasian
ini diharapkan bisa memperkuat fungsi penyelidikan Komnas HAM atas dugaan
terjadinya pelanggaran HAM vyang berat di Aceh. Selain itu, tentu saja
pendokumentasian ini bisa membantu agenda nasional sejak terpilihnya 5 anggota
Panitia Seleksi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan proses pengungkapan
kebenaran harus dikawal oleh masyarakat sipil.

Terkait dengan agenda KKR di Aceh, KontraS telah memberikan masukan kepada
tim Pansel KKR Aceh untuk membangun kriteria yang ketat untuk mendorong
mandat komisioner bekerja hingga 2021.**

38 |jhat: CNN. 2015. Pemerintah terus upayakan rekonsiliasi pelanggaran HAM berat. Artikel bisa
diakses  di:  http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150930124404-12-81807/pemerintah-terus-
upayakan-rekonsiliasi-pelanggaran-ham-berat/. Diakses pada 25 Desember 2015.

39 Lihat: Bisnis Indonesia. 2015. Kontra$ ajukan uji materiil UU Pengadilan HAM. Artikel bisa
diakses di: http://kabar24.bisnis.com/read/20150522/16/436214 /kontras-ajukan-uji-materiil-
uu-pengadilan-ham. Diakses pada 25 Desember 2015.

40 program ini masih berjalan. Pentingnya program ini adalah adalah baik KontraS dan publik tahu
bahwa 10 tahun perjanjian damai Helsinki antara GAM dan Pemerintah Indonesia

41 Lihat: KontraS. 2015. KKR Aceh: Panitia Seleksi Aceh Harus Memiliki Ukuran HAM,
Akuntabilitas dan Inklusivitas dalam Proses Seleksi Komisioner KKR. Siaran pers dapat diakses di:
http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2207. Diakses pada 2015.
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KontraS, 2015

KontraS juga turut memantau beragam pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat
publik terkait dengan penyelenggaraan International Peoples Tribunal (IPT) sebagai
wujud alternatif proses pengungkapan kebenaran untuk Peristiwa 1965/1966. Banyak
pernyataan dan reaksi pejabat publik yang cenderung anti kritik terhadap opini
konstruktif publik. Model pernyataan, “rakyat gak jelas, buat gaduh kita libas” hingga
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pernyataan-pernyataan bernada minor atas inisiatif publik dan korban dalam
mendorong ruang pengungkapan kebenaran untuk pelanggaran HAM masa lalu dalam
konteks IPT bahkan tercatat jelas di dalam banyak harian di media massa.
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KontraS, 2015

~

Selain itu resistensi terhadap wacana pengungkapan kebenaran atas Peristiwa
1965/1966, sebagaimana pembredelan diskusi pada acara Ubud Writers and Readers
Festival, pengancaman nonton bersama IPT, pembredelan majalah Lentera di kampus
UKSW Salatiga, pelarangan pemutaran film Senyap di beberapa kampus, hingga
pembubaran temu kumpul korban peristiwa 1965 (termasuk tapol dan napol) dibulan
Februari di Sumatera Barat.
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KontraS, 2015
V1. Proyeksi ke depan

Melindungi hak-hak dan kebebasan fundamental adalah modalitas utama dari suatu
negara demokratik untuk mengukur ruang partisipasi publik bahkan dalam standar
yang lain adalah untuk mengukur sejaun mana negara dan aparatusnya akuntabel
dalam menjalankan mandat demokrasi, penegakan hukum dan perlindungan hak-hak
asasi manusia. Namun, KontraS menemukan ada situasi yang tidak banyak berubah
dari tahun-tahun sebelumnya, yang diperburuk dengan rendahnya akuntabilitas negara
dan aktor non negara untuk mengedepankan fungsi korektif dan pencegahan. KontraS
telah menemukan kecenderungan yang belakangan menguat:
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. Pembatasan kebebasan kerap masih dijadikan alat untuk merepresi hak-
hak fundamental yang idealnya harus dilindungi dalam keadaan apapun
(seperti hak untuk bebas beragama, beribadah dan berkeyakinan), baik di
masa damai maupun di masa konflik (lihat situasi Papua). Mereka yang
direpresi tidak hanya masyarakat sipil, namun juga publik secara luas
(open societies), kelompok ekspresi, anak-anak muda dengan wacana
progresif rentan untuk dijadikan target.

. Belum ada perubahan kultur dari aparat keamanan dalam menjalankan
beberapa fungsi utama, seperti penegakan hukum, menjaga ketertiban sipil
maupun profesionalisme aparat TNI untuk tunduk pada konstitusi dan UU
No. 34/2004 untuk menjalankan tugas fungsi dan perannya.

Isu keamanan kerap dijadikan agenda untuk membatasi kebebasan dan
ruang-ruang ekspresi warga. Keamanan cenderung menguat untuk
menekan angka radikalisme, untuk membungkam ekspresi politik damai di
wilayah sensitif seperti di Papua dan bahkan digunakan untuk
mereproduksi stigma maupun diskriminasi atas korban/keluarga korban
dari peristiwa 1965. Dalam skenario yang lebih buruk, bagi pemerintahan
Jokowi yang masih abu-abu untuk memberikan perlindungan HAM total,
keamanan ala tangkal teror potensial digunakan untuk memberangus hak-
hak publik di masa damai dengan hadirnya over-regulating di beberapa
wilayah.

. Pembatasan kebebasan juga memberikan dampak signifikan kepada
individu-individu Indonesia untuk mendapatkan layanan akses progresif
dalam menikmati hak atas pendidikan, hak atas perumahan yang layak dan
hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang adil dan setara. Kita
bisa melihat dalam konteks kejahatan korporasi dan pengabaian negara
atas pembakaran hutan dan asap yang terjadi di Sumatera, Kalimantan dan
belakangan juga terjadi di Papua; termasuk pada persoalan izin investasi
yang kerap didukung oleh aparat keamanan.

. Ancaman kebebasan masih akan menguat ke depan, dengan karakteristik
mmperkuat peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah
untuk pembangunan dan investasi nir akuntabilitas, perluasan wewenang
TNI, wacana bela negara, RUU Countempt of Court dan lain sebagainya.
Di sini hukum akan digunakan sebagai pembenar pembatas kebebasan-
kebebasan fundamental (agama, ekspresi, asosiasi dan berkumpul) akan
menjadi tren yang menguat di masa pemerintahan ini.

. Agenda pembangunan akan dijadikan alasan untuk mengacuhkan agenda
keadilan warga. Warga yang menuntut hanya dilihat sebagai suara-suara
yang menganggu, sementara disisi lain negara akan menikmati suara kelas
menengah yang kerap menuntut ketenganan dan lelah dengan kegaduhan
warga yang menderita.

. Partisipasi warga akan semakin banyak mengalami tekanan, karena akan
ada kontra partisipasi dengan agenda yang membela popularitas negara.
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